MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG

IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan peningkatan kualitas
pelayanan penanaman modal dan berusaha sebagaimana
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik, serta dalam rangka perolehan tanah
bagi pelaku usaha telah ditetapkan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi;



Mengingat

bahwa untuk optimalisasi dan percepatan proses
pemberian izin lokasi terhadap kawasan yang termasuk
dalam proyek strategis nasional perlu mengubah
ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17
Tahun 2019 tentang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin

Lokasi;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 694)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1158);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 17 TAHUN
2019 TENTANG IZIN LOKASI.



Pasal I
Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun
2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1085) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5
(1) Batasan luas penguasaan tanah yang diberikan Izin
Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada
Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha lainnya yang
merupakan 1 (satu) grup tidak lebih dari luasan:
a. Usaha pengembangan perumahan dan permukiman:

1) Kawasan perumahan permukiman:

1 (satu) Provinsi : 400 Ha (empat ratus
hektar);

Seluruh Indonesia : 4.000 Ha (empat ribu
hektar);

2) Kawasan resort perhotelan:

1 (satu) Provinsi : 200 Ha (dua ratus
hektar);

Seluruh Indonesia : 4.000 Ha (empat ribu
hektar);

b. Usaha kawasan industri/kawasan ekonomi khusus,
kawasan perdagangan bebas, kawasan pelabuhan
bebas dan/atau kawasan lainnya yang telah

ditetapkan menjadi proyek strategis nasional:

1 (satu) Provinsi : 400 Ha (empat ratus
hektar);

Seluruh Indonesia : 4.000 Ha (empat ribu
hektar);

c. Usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk
perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna
Usaha:

1) Komoditas tebu:

1 (satu) Provinsi 60.000 Ha (enam puluh
ribu hektar);
Seluruh Indonesia : 150.000 Ha (seratus

lima puluh ribu hektar);



(2)

(3)

(4)

2) Komoditas Pangan lainnya:
1 (satu) Provinsi : 20.000 Ha (dua puluh
ribu hektar);
Seluruh Indonesia : 100.000 Ha (seratus
ribu hektar);
d. Usaha tambak:

1) Di Pulau Jawa

1 (satu) Provinsi : 100 Ha (seratus hektar);
Seluruh Indonesia : 1.000 Ha (seribu
hektar);

2) Di Luar Pulau Jawa

1 (satu) Provinsi 200 Ha (dua ratus
hektar);

Seluruh Indonesia : 2.000 Ha (dua ribu
hektar);

Batasan maksimum luas penguasaan tanah di Provinsi

Papua dan Papua Barat merupakan 2 (dua) kali

maksimum luas penguasaan tanah untuk 1 (satu)

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf b dan huruf c, dan 1 (satu) provinsi di luar Pulau

Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Untuk menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin

Lokasi, Pelaku Usaha wajib menyampaikan pernyataan

tertulis mengenai letak dan luas tanah yang sudah

dikuasai oleh Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Usaha
lainnya yang merupakan 1 (satu) grup.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)

dan ayat (3), tidak berlaku untuk:

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk
Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD);

b. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar
sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah; atau

c. Badan Usaha yang sebagian besar sahamnya

dimiliki oleh masyarakat untuk “Go Public”.



(9)

(6)

Dalam rangka optimalisasi usaha kawasan
industri/kawasan ekonomi khusus, kawasan
perdagangan bebas, kawasan pelabuhan bebas dan
kawasan lainnya yang telah ditetapkan menjadi proyek
strategis nasional dan memerlukan tanah dengan luasan
lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, luas Izin Lokasi dapat diberikan sampai
dengan luasan yang tercantum = dalam  izin/
persetujuan/pendaftaran atau yang serupa itu dari
pejabat yang berwenang di bidang Penanaman Modal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Izin /persetujuan/pendaftaran atau yang serupa itu dari
pejabat yang berwenang di bidang Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada
pelaku usaha yang telah  ditunjuk/ditetapkan/
direkomendasikan sebagai pelaksana proyek strategis

nasional.

Pasal II
Permohonan Izin Lokasi yang telah diajukan sebelum
Peraturan Menteri ini  berlaku, penyelesaiannya
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri ini.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2020

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 970

sesuai dengan aslinya
epala Biro Hukum,

\

Iim R¢himan, S.H., M.H.
NIP. 19690910 199203 1 006



